BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam putusan Mahkamah Konstusi Nomor 012-016-019/PUU-1V/2006
menyatakan bahwa pembentukan KPK dianggap penting secara
konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.

2. Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 KPK
dikatakan sebagai lembaga yang berada di ranah eksekutif karena KPK
menjalankan fungsi-fungsi yang berada dalam domain eksekutif, yakni
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK bukan termasuk ke dalam
ranah yudikatif karena KPK bukan pengadilan yang berwenang mengadili
dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif karena KPK
bukan badan pembentuk undang-undang. Namun berdasarkan pendapat-
pendapat para ahli hukum tata negara mengenai pengertian komisi negara
independen, ciri-ciri komisi negara independen dan setelah mencermati
latar belakang pembentukan KPK, penulis berpendapat bahwa KPK
adalah lembaga negara yang independen dan tidak termasuk ke dalam

ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif.
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B. SARAN

1. DPR sebagai lembaga negara yang membuat undang-undang seharusnya
membuat peraturan perundang-undangan yang menjelaskan secara jelas
kedudukan lembaga negara di dalam undang-undang yang dibuat.

2. Mengingat begitu besarnya kasus korupsi di Indonesia, maka eksistensi
Komisi Pemberantasan Korupsi ini masih sangat diperlukan untuk tetap
dapat membawa negara ini menuju pada penyelenggaraan pemerintahan
yang efisien dan efektif serta bersih dari tindakan-tindakan koruptif,
kolutif, dan nepotisme. Lebih jauh lagi, bila memang dimungkinkan
karena urgensinya, eksistensi komisi ini seharusnya diatur di dalam

konstitusi.



